
BUPATI KATI N G A N 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I3 E HATURAN BUPATI KATI EGA N 
NOMOR 19 TAHUN 2019

EENCA
T  K'. \’ T' T 'v (

A STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
TAHUN 201S - 2023

BUPATI KATINGAN,

Men im l iang ; a. bahwa untuk menes1 p TK P) H S H r fi 1} dan Prioritas
Pem bangunan Daerah Kaou peiicn Katingan Bihun
2020, Rancangan RP• ’ A ,1 \ : 'D _0.! iVl t\ i. dli UI 1 2014.....- 2019,
R POM D Provinsi Kali mantan Tengah 'Tahun 20 10 -
2  0 15, 13 P, j F3 D K a b u p a t en Katingan Talauri .2005 - 2025
dan RPJMD Kabupaten Katingan Takani 201.8 2023
a i Per', u kan k  e rja sama antara stakeh okier tb lingkup
K a oi) paten K a 0 n.gan:
bahwa Perangkat Daerah di lingkungan. Pemerintah
Kabupaten Kaungan memerlukan adanya dokumen 
Rencana Strategis OTENSTRAi Perangkat Daerah 
sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 5 danai tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada, huruf a dan huruf b dialas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daera.ii Kabupaten 
Kau n gar; Tahun 2018 - 2023:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang 
Pembentukan. Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruvan, Kaku, paten S u ku mara, Kubu paten
Lamandan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau. Kabupaten Murung Ram., da.n 
Kabupaten Barsto Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah lLembaran Negara Republik Indoensin Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4 180j:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem tmrencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor iO-k Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 442 U;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepuouK 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4438);
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6,

8,

9,

10.

I 1.

12.

18.

14 .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan «.langka Pamong Nasional 
Tahun 2005-2025 ('Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2007 Nomor 38, ''Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;; 
undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011. remang 
Pemben i u kau Perai u ran Peru miang- U nriangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tamiuhan Lembaran Negara Republik 
1 n a o 11 c sia i4 o 1.111 n d.r „■_■) -t;.
Perai u, ran ne!Tien.nte? h ornor 3K-) I airu n nu( )f;> t e n r 3 n g
i dui h.mij a. unnigrnaaraii uan cvv h.iuasi inaaK-SHiiaan 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Lanun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik inhonesia. Nomor Pbbuj;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaiu asi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4d lop
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 rentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 481 6);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
'Tahapan, Tata Cara. Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 'Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63231; 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
1 I 'Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 
M u syaw arah Pe re n can aan Pem b a n gu n art I) aerah 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 151; 
Peraturan Daerah Kabupaten Kauagan Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPDj Kabupaten Raungan 'Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Rangka 
.Menengah Daerah (RPJMD; Kabupaten Katingan 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Ka.bupa.ten 
Katingan Tahun 2013 Nomor 30);
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tahun 20'16 tentu 11 a \}f - rn bentukan drrn Susunan
Perangkat Daerah Kabu p;aum Katingan i Lem oaran
Daerah Kai;) u naren iv;* I r t; -m Tahun 20 i 6 Nomor t>5,
i amDahan e m Para i.1 D ;.n iW H U O i O O j ,

Peratura n D a e ran K.i tiup;iten Katingan Nomor 16
i a 11 u 11 u. (t 18 teranmg A ri ggaran Pendainatan da.i i
Belanja D tteran Ktibu.patem Katingan Uahun 20 19
(Lembaran Daerah Kal) u p  aJ. e n Katingan ’I' ■' . I'. ; i o  n 1 8

Nomor 87, ; a  i u n a n au ; pMPtbaran Daerah Ka Pu pai e n
Katingan Nomor bor
Peraturan M emeri i J H.,i c\ i i i Negeri Nomor 13 Talua 11
2006 rentai fr U)y.j' j rri a. n Pengeioiaan Kenan gan Daerah
sebagai rnaria telah c.i i a bah dengan Ire ra t. uran Mem;eri
Dalam Neg<jn aornoi .. t -i 'fa!um 2007 tema;cg Pedorna i ;
Pengelolaan Keuangan Daerah;

IB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Taman 
2017 tentang Tara Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 'Tam Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
seria Tata ( Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun uu .1 ; ‘uj.UiCU 1213);

MEM'UTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI KATINGAN 'TENTANG RENCANA 
STRATEGIS SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN 'KATINGAN TAHUN 2018 - 2023

BAB i
KETENTUAN UMUM 

Pasai 1

Dalam Peramu.n Daerah ini, yang dimaksud dengan :
D Daerah adalah Kabupaten Kalangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah pe ny e ie n gga r a an urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia se bagaimu, m o i maksud
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun D -U

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsu. umveienggara
Pemerintahan Daerah. uang memimpin pelaksar.au: urusan
pemerintahan vang menjadi kemenangan daerah otonom;

4. Kepala Daerah adalah Bunaii Katingan:
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perangkat. Daerah yang selanjutnya, disingkat PD adalah perangkat 

daerah pada. Pemerintah Daerah Ka.bupat.en Katingan;
7. Reneanan Pembangunan ..Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun;
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8. Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat Renstra- 
PD adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang 
menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan 
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Katingan 
untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD 
adalah dokumen perancanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Dokumen yang memuat struktur dengan rincian 
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;

12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang 
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program / kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar.

BAB II
RENCANA STRATEGIS 

Pasal 2

Renstra-PD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) 
Tahun, melalui RKPD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 
2023 dan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika RENSTRA adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
BAB IV DAERAH
BAB V TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
BAB IX PENUTUP

(2) Ketentuan mengenai sistematika Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Mentapkan Renstra Perangkat Daerah serta pelaksanaan lebih lanjut Renstra- 
Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam RKPD dan Renja-Perangkat Daerah 
pada :
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1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mas Amsyar;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
1 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Kecamatan Katingan Kuala;
23. Kecamatan Kamipang;
24. Kecamatan Tasik Paya wan;
25. Kecamatan Katingan Hilir;
26. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
27. Kecamatan Pulau Malan;
28. Kecamatan Katingan Tengah;
29. Kecamatan Sanaman Mantikei;
30. Kecamatan Marikit;
31. Kecamatan Katingan Hulu;
32. Kecamatan Mendawai;
33. Kecamatan Bukit Raya;
34. Kecamatan Petak Malai;
35. Inspektorat Kabupaten Katingan;
36. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
38. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

RENCANA STRATEGIS
Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebijakan perencanaan Renstra; dan
b. Pelaksanaan Renstra.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kebijakan perencanaan Renstra;
b. Pelaksanaan Renstra;
c. Hasil Renstra.
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(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR
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